








Un ang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tak'n 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
20L. tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Re ablik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Ta...bahan Lembaran Negara  Republik
Inc _nesia Nomor 6573);

Uni ing-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Len raran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
seb_gaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
den_an Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hub''ngan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Per rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lemr aran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pei elolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Le__baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Re ublik Indonesia Nomor 4902)) sebagaimana
telan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tat in 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Rej ablik Indonesia Nomor 5340);

Per: uran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lei._naran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nor-or 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ind . 1esia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tamr “ahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Non r 5165);

Per: aran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pen ‘lolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92)
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35533); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Pernt »ahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 No  or 142, Tam han Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

14. Peraturan



14.

15.

16.

17.

18.

Per :uran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Per agkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Rer ..blik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Rer .blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tar jahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Per._._uran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57,
Tamr>ahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Non r 6659);

Perc“uran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
seb: aimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomr~r 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peretaran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Neg: a Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2C*5 ™ mor 547);

19. Peraturar



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Neg~ra Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213};
Per uran Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 T "un
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
202" Nomor 1781);

Per. uran Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang
Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 487);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita
Neg a Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593};
Qan n Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan
(Ler raran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01);

25. Qanun



26. Qanun Kabupaten Pidie Jaya No—or 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten
Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Len raran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten
Pid:- Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ata Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dae—1h Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten
Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan
Len * aran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

27. Peri uran Bupati Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Pidie
Jaya Sebagal Unit Organisasi Yang Bersifat Khusus
(Ber a Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022

Non r 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATI'RAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB 1
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah .



Pemerintah Daer: 1 adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara p.merintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Pidie Jaya.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang
selanjutnya disebv RSUD Kabupaten Pidie Jaya adalah Rumah
Sakit Umum Dae i1h milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang
selanjutnya disebut UPTD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Pidie
Jaya.

Badan Layanan U num Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah system yang diterapkan oleh Unit pelaksana
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuar.gan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Direktur adalah Pimpinan BLUD pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan
keuangan termasuk pengadaan barang/jasa BLUD dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan
layanan kepada ..iasyarakat tanpa mencari keuntungan
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Pidie Jaya yang prosesnya dimulai dari identifikasi

kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

10. Pendapatan



10.Pendapatan BLUD : ng diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan

sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama

dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

11.Jenjang Nilai adalah besaran batasan kewenangan dalam

(1)

(2)

(3)

Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan dalam ketentuan

yang berlaku umum dalam Pengadaan Barang/.Jasa.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai
langsung dari ar igaran pendapatan BLUD UPTD RSUD
Kabupaten Pidie Jay=
Pendapatan BLUD UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana
disebut dalam ayat (1) bersumber dari:
a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar
pelaksanaan per radaan barang/jasa yang seluruhnya
dibiayai oleh anggaran pendapatan BLUD UPTD RSUD
Kabupaten Pidie Jaya dilakukan secara efisien, efektif, terbuka
dan Dbersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan
akuntabel serta dapat menjamin ketersediaan barang/jasa
vang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang
lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan
dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan

BLUD UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya.
BAB III .
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(1)

(2)

(3)

BAB III
JENJANG NI AI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan

ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa

pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD RSUD Kabupaten

Pidie Jaya diberikan fleksibilitas berupa pembebasan

seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi

pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau
efisiensi.

Pengadaan baranec/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur berdasa rtan jenjang nilai sebagai berikut:

a. Pengadaan barang/ jasa sampai dengan nilai tak
terhingga pada prinsipnya dilakukan dengan metode
tender oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

b. Pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dengan
nilai sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (Dua miliar
rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung
kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk oleh pejabat
pengadaan;

c. Jasa konsultansi dengan  nilai sampai dengan
Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dapat
dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia
jasa yang ditun‘ ik oleh pejabat pengadaan;

d. Penunjukan langsung dengan nilai sesuai dengan
kebutuhan da  hanya dalam keadaan tertentu dan

khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Pengadaan

11



e. Pengadaan Ba ng dan Jasa Bersifat Khusus yang perlu

cepat seperti « rat-obatan, alat kesehatan, bahan medis
habis pakai (BMHP), gas medis, bahan laboratorium,

pemeliharaan alat medis dan penunjang medis dapat

dilaksanakan melalui pengadaan langsung meskipun
nilainya diatas Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar rupiah)

dengan bentuk kontrak berupa kuitansi/surat pesanan.

BAB IV

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:
a. KPA/Pemimpin BLUD;

b. PPK;
c. Pejabat Pengadaan;
d. Pokja Pemilihan;

e. Penyedia;

f. Pihak lainnya, meli

1. pihak yang dib
undangan; atau

2. pihak yang dibu

Kuasa Pen

(ti:

uhkan sesual ketentuan peraturan perundang-

thkan sesuai peraturan pimpinan BLUD.

Bagian Kedua
runa Anggaran/Pemimpin BLUD

Pasal 5

(1) KPA/Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a

memiliki tugas dan kewenangan:

a. melakukan

12



(2)

(3)

a. melakukan tind: :an yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja;
b. mengadakan per njian dengan pihak lain dalam batas anggaran

belanja yang telah ditetapkan;

c. menetapkan perencanaan pengadaan;

d. menetapkan dan mengumumkan RUP;

e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang

gagal;
g. menetapkan PPK;
h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
J- menetapkan Penyelenggara Swakelola;
k. menetapkan tim teknis;
l. menetapkan tir juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui
Sayembara/Kontes;
m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode
pemilihan:

1. Tender/Penu ukan Langsung/E-purchasing untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2. Seleksi/Penur ikan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selain kewenangar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
KPA /Pemimpin BLUD berwenang menjawab Sanggah Banding peserta
Tender Pekerjaan Konstruksi.

KPA /Pemimpin BLUD dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan
kewenangan sebaga mana dimaksud pada ayat (1) yang terkait
dengan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran

belanja; dan/atau

b. mengadakan

13



(4}

(1)

b. mengadakan pejanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran

belanja yang tel: 1 ditetapkan.

KPA/Pemimpin BLUD dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa.

Dalam hal tidak ~-a personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK,

KPA/Pemimpin BLUD dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 6

PPK dalam Pengad. .n Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf b memiliki tugas:

a.
b.

C.

—h

= M

[

menyusun pere— ~anaan pengadaan,;

menetapkan sp ifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
menetapkan rancangan kontrak;

menetapkan HPS;

menetapkan be-1ran uang muka vang akan dibayarkan kepada
Penyedia;

mengusulkan p ubahan jadwal kegiatan;

menetapkan tim pendukung;

menetapkan tin itau tenaga ahli;

melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
mengendalikan ""ontrak;

melaporkan pe_._ksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
PA/KPA;

menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
PA/KPA dengan berita acara penverahan,;

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan; dan

0. menilai .
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(2)

(3)

0. menilai kinerja enyedia.

Selain melaksanaka tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK

melaksanakan tuga: »elimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tinc kan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Keempat

Pejabat Pengadaan

Pasal 7

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf ¢ me 1iiliki tugas:

a.
b.

melaksanakan persii jan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
melaksanakan persiapan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
Penunjukan Langsung untuk pengadaan  Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah};

melaksanakan pers pan pelaksanaan Pengadaan Langsung dan
Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang
bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
melaksanakan E-purchasing yang  bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (c...a ratus juta rupiah).

Bagian Kelima
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(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kelima

Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 8
Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memiliki tugas:
a. melaksanakan p..siapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
b. melaksanakan | rsiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia
untuk katalog eli :tronik; dan
c. menetapkan p nenang pemilihan/Penyedia untuk metode
pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu
Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah}; dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi ‘engan nilai Pagu Anggaran paling banyak
Rp10.000.00( 200,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pokja Pemilihan seb: _aimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3
(tiga) orang.

Dalam hal berdaserkan pertimbangan kompleksitas pemilihan
Penyedia, anggota P ja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat ditambah s_panjang berjumlah gasal.

Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Bagian Keenam

Penyedia

Pasal 9

(1} Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memenuhi

kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan ses 2ai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Penyedia .
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(1)

(2)

(3)

Penyedia sebagaima..a dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
atas:

a. pelaksanaan Kontrak;

b. kualitas barang/jasa;

c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

d. ketepatan waktu penyerahan; dan

e. ketepatan tempa jenyerahan.

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 10

Ruang lingkup pedoman pengadaan barang/jasa ini berlaku
untuk pengadaan barang/jasa konstruksi dan jasa lainnya
dengan batasan nilai pengadaan sampai dengan
Rp.2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) dan pengadaan
barang/jasa kons lItansi sampai dengan Rp.200.000.000,00
(Dua Ratus Juta ]l piah).
Pengadaan baran ‘jasa pada BLUD UPT D RSUD Kabupaten
Pidie Jaya yang ber imber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara dan An;--jaran Pendapatan Belanja Kabupaten
dilaksanakan ber¢ isarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenal pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pedoman pengadaan barangdan/atau jasa ini hanya untuk
pengadaan barang dan/atau jasa yang pendanaannya
berasal dari anggaran pendapatan BLUD UPTD RSUD
Kabupaten Pidie Jaya yang bersumber dari:
a. Pendapatan jasa layanan/operasional,
b. Hibah tidak teri..at;
c. Hasil kerja sama operasional (KSO} dengan pihak lain;

dan

d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(4) Pengadaan
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(4) Pengadaan bara g/jasa dilakukan berdasarkan prinsip
efisien, efektif, {.ansparan, terbuka, bersaing, adil/tidak
diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 11

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh PPK
dan atau Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang diangkat
dan diberhentikan oleh Pimpinan BLUD UPTDRSUD
Kabupaten Pidie Jay~

(2) Pokja  Pemilihar ‘Pejabat Pengadaan menyusun dan
menetapkan metc le pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa | unnya.

(3) Pegawai yang diangkal sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
terdiri dari personil yang memenuhi syarat yang ditetapkan
oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang
memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/
kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang
diperlukan.

{4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli
apabila diperlukan dengan diangkat berdasarkan surat
keputusan Pi pinan BLUD UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya.

BAB VI1
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 12
(1) Dalam hal BLUD melaksanakan pengadaan secara elektronik dapat
menggunakan LPSE Kabu aten Pidie Jaya atau membangun sistem

pengadaan barang dar atau jasa secara elektronik.

(2) BLUL
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

BLUD mengumumkan rencana pengadaan barang dan/atau jasa ke
dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
BLUD menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE).

BAB VIII
METODE PEM .IHAN PENYEDIAN BARANG/JASA

Pasal 13
Pemilihan Penyed . Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
lainnya dilakukan terdiri atas:
a. E-Purchasing;
b. Pengadaan lan; ung;
c. penunjukkan langsung;
d. tender cepat;dan
e. tender.
E-Purchasing seb_gaimana dimaksud pada ayat(l) huruf a
dilaksanakan w uk barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya sebagaimana tercantum dalam catalog elektronik.
Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf
b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.2.000.000.000,00 (Dua
Milyar rupiah) da untuk jasa Konsultansi bernilai paling
tinggl Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/
jasa lainnya dalam keadaan:
a. Keadaan terten* 1, yang meliputi:
1) penanganan Darurat yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya
segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/

perlindungar masyarakat, termasuk:

1.1) akibat .
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1.1) akibat encana alam dan/atau bencana non alam
dan/atau bencana sosial;

1.2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau

1.3) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat

menghentikan kegiatan pelayanan publik;

. barang/Jasa yang spesifik dan hanya dapat

dilaksanakan leh 1 (satu) pabrikan, 1l(satu) pemegang
hak paten, ati 1 pihak yang telah mendapat izin dari
pemegang hak raten, atau pihak yang menjadi pemegang
pelelangan ur ak mendapatkan izin dari Pemerintah
Daerah;

. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat kI sus,

yang meliputi:

1. barang/jasa jerdasarkan tariff resmi yang ditetapkan
Pemerintah;

2. barang/jasa ‘ang bersifat kompleks yang hanya dapat
dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus
dan hanya a a 1 (satu) penyedia yang mampu;

3. pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan
Farmasi d..am rangka menjamin ketersediaan
perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu

pelayanan dan keselamatan masyarakat.

. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu

kesatuan sister~ konstruksi dan satu kesatuan tanggung
jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara
keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan

sebelumnya.

Tender Cepat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d
dilaksanakan dalam hal:

a. Spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan

secararinci; dar

b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi

Kinerja Penyedia (SIKAP) LKPP.

(6) Tender .
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(6) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode
pemilihan penyedia sebagaimana pada ayat (1) huruf a

sampai dengan huruf d.

Pasal 14
Khusus untuk Penga( 1an Barang/Jasa yang perlu cepat seperti
obat-obatan, alat kes iatan, bahan medis habis pakai (BMHP),
gas medis,bahan lat ratorium, pemeliharaan alat medis dan
penunjang medis c_pat dilaksanakan melalui pengadaan
langsung meskipun nilainya diatas Rp.2.000.000.000,00 (Dua
Milyar rupiah) dengan bentuk kontrak berupa kuitansi/surat

pPcEsanar.

Pasal 15

Pengadaan barang/jasa dengan kerjasama operasional (KSQO)

ditetapkan sebagai berikut:

a. berdasarkan kontr~k kerjasama operasional (KSO) yang
ditandatangani oleh Pimpinan BLUD UPTD RSUD Kabupaten
Pidie Jaya dengan Pihak kedua, segala kebutuhan/pekerjaan
cukup dengan Order Kerja (OK)/ Surat Pesanan (SP) oleh
Panitia/Pejabat yang berwenang sesuai Standar Operasional
Prosedur (SOP)/Prosedur tetap (Protap);

b. penerbitan Order Kerja (OK)/ Surat Pesanan (SP) dilakukan
oleh Pejabat yang berwenang kepada Penyedia Barang/Jasa
atas dasar permintaan/kebutuhan dari user/unit/instalasi
sesuai dengan yang diperjanjikan; dan

c. pengiriman barang oleh Penyedia barang/jasa sesuai dengan
Order Kerja (OK) / Surat Pesanan (SP) dan ditandatangani
oleh Tim Penerima barang/Jasa yang berwenang; dan

d. tatacara Teknis pemilihan Penyedia untuk KSO diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD UPTD RSUD
Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 16
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(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

Pasal 17
Bentuk kontrak terdiri dari:
a. Bukti pembelian/pembayaran;
b. kuitansi;
c. surat perintah kerja (SPK);
d. surat perjanjian (SP); dan
e. surat pesanan.
Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa
lainnya dengai nilai paling banyak Rp.10.000.000,00
(sepuluh juta rup.-h).
Kuitansi sebagai...ana dimaksud pada ayat (1) huruf b
digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan
nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
SPK sebagaimana limaksud pada ayat (1) huruf ¢ digunakan
untuk pengadaa— jasa konsultansi dengan nilai paling
banyak Rp.200. 30.000,00 (dua ratus juta rupiah),
pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
nilai paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar
rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai
paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar rupiah).
Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas
Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar rupiah) dan untuk jasa
konsultansi denrgan nilai paling sedikit diatas
Rp.200.000.000,07" (dua ratus juta rupiah).
Surat Pesanan sel gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui E-
Purchasing atau pembelian melalui toko daring/pembelian

secara online.

Pasal 18 .
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Pasal 18

Mekanisme pengad: in barang/jasa diluar ruang lingkup

Peraturan ini akan di'aksanakan berdasarkan kepada Peraturan

Perundang-undangan rang berlaku.

BAB IX

PENGGUNAAN B. RANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

Pasal 19

(1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, BLUD wajib:

(2)

(3)

(4)

a.

memaksimalkan nenggunaan barang/jasa hasil produksi dalam
negeri, termasu.- rancang bangun dan perekayasaan nasional
dalam pengadaai barang/jasa;

memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/jasa nasional; dan

memaksimalkan ienyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha

mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.

Kewajiban BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada

setiap tahapan pengadaan barang/jasa, mulai dari persiapan sampai

dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

Perjanjian/kontrak wajib mencantumkan persyaratan penggunaan:

a.

C.

Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku
dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh
instansi terkait y: g berwenang;

produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri
nasional; dan

tenaga ahli dan/atau penyedia barang/jasa dalam negeri.

Pendayagunaan pro uksi dalam negeri pada proses pengadaan

barang/jasa dilakukan sebagai berikut:

a.

ketentuan dan s arat penggunaan hasil produksi dalam negeri
dimuat dalam dokumen pemilihan dan dijelaskan kepada semua

peserta;

b. dalam .
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(9)

(6)

(7)

(8)

b. dalam proses evaluasi pengadaan barang/jasa harus diteliti
sebaik-baiknya ¢ ar benar-benar merupakan hasil produksi dalam
negeri dan buka; barang/jasa impor yang dijual di dalam negeri;

c. dalam hal seb: jian bahan untuk menghasilkan barang/jasa
produksi dalam ...geri berasal dari impor, dipilih barang/jasa yang
memiliki komponen dalam negeri paling besar; dan

d. dalam mempersiapkan pengadaan barang/jasa, sedapat mungkin
digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau
potensi nasional.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diupayakan agar penyedia

barang/jasa dalam negeri bertindak sebagai penyedia barang/jasa

utama, sedangkan penyedia barang/jasa asing dapat berperan sebagai
sub-penyedia barang. jasa sesuai dengan kebutuhan.

Penggunaan tenaga : i asing yang keahliannya belum dapat diperoleh

di Indonesia, harus .isusun berdasarkan keperluan yang nyata dan

diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya

pengalihan keahlian pada tenaga kerja Indonesia.

Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam

negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor,

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar
mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi
di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus
diimpor; dan

b. peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar barang yang
diimpor yang dil_agkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan
harga yang dilampirkan pada dokumen penawaran.

Pengadaan pekerjaan terintegrasi yang terdiri atas bagian atau

komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus

diimpor, dilakukan d 1gan ketentuan sebagai berikut:

a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar
mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi
di dalam negeri an bagian atau komponen yang masih harus
diimpor;

b. pekerjaan
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(9)

(10)

(1)

(2)

(3)

b. pekerjaan pema_.ingan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat
mungkin dilakul n di dalam negeri; dan

c. peserta pengadaan diwajibkan membuat daftar barang yang
dimpor yang d*:ngkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan
harga yang dilar »irkan pada dokumen penawaran.

Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:

a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;

b. spesifikasi tekni: barang yang diproduksi di dalam negeri belum
memenuhi persyaratan; dan/atau

c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi
kebutuhan.

Penyedia barang/ja | yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa

yang diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa

pelayanan yang ada di dalam negeri.

Pasal 20
Penggunaan produk alam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) huruf a, « lakukan sesuai besaran komponen dalam negeri
pada setiap barang jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat
komponen dalam negeri (TKDN).
Produk dalam negeri wajib digunakan jika terdapat penyedia
barang/jasa yang menawarkan barang/jasa dengan nilai TKDN
ditambah nilai bobo* manfaat perusahaan (BMP) paling sedikit 40%
(empat puluh perserz 1s).
Ketentuan sebagaim: 1a dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan
dalam pengadaan barang/jasa diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga)
peserta pengadaan br-ang/jasa produk dalam negeri.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), hanya dapat diikuti oleh barang/jasa produksi dalam negeri
sepanjang barang/jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang
dipersyaratkan, harg yang wajar dan kemampuan penyerahan hasil

pekerjaan dari sisi we tu maupun jumlah.

(5) TKDN
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(©)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

TKDN mengacu pac daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam
negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi urusan
perindustrian.

Ketentuan dan tata ira penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan
yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian
dengan tetap berp._loman pada tata nilai pengadaan barang/jasa

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
TEKNIS PELAKSAN. AN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 21
Teknis pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa seperti Standar
Dokumen Pemilihan dan Konsep Rancangan Kontrak diatur dengan
peraturan pimpinan BLUD.
Peraturan pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu. '
Peraturan pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan oleh dewan pengawas.
Dalam hal BLUD tidak memiliki Dewan Pengawas maka, persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Sekretaris
Daerah.

BAB IX .
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BAB X1
] STTENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap or~mg mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peral_ran Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 13 Mei 2022 M
12 Syawal 1443 H

} I PIDIE JAY,

LAA DA
——

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 13 Mei 2022 M
12 Syawal 1443 H

SEKRETARIS DA.RAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

BERITA DAERAH KABUPAT™N PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR....2®
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